
 
 
 
 
 
 
 
 

LAPORAN SINGKAT  
 

KOMISI IX  DPR RI 
(BIDANG DEPARTEMEN KESEHATAN,  DEPARTEMEN TENAGA KERJA DAN 

TRANSMIGRASI,   BADAN PENGAWAS OBAT & MAKANAN, DAN BKKBN) 
________________________________________________ 

 
Tahun Sidang : 2006-2007 
Masa Persidangan : III 
Jenis  : Rapat Dengar Pendapat Umum     
Dengan  : • Dirjen PHI & Jamsos Depnakertrans.                 

• Kadisnakertrans Provinsi DKI Jakarta; 
• Pimpinan Redaksi Kompas; 
•  

Sifat  : Terbuka 
Hari, tanggal : Selasa, 13 Maret 2007 
Waktu : Pukul 15.00  WIB – selesai 
Ketua Rapat  HJ. Asiah Salekan, BA./Wakil Ketua Komisi IX DPR RI 
Sekretaris  : Surjadi/Kabag. Sekretariat Komisi IX DPR RI  
Tempat  : Ruang Rapat Komisi IX DPR-RI  Gedung Nusantara I  

Jln. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Pusat 
Acara : Membicarakan Masalah Karyawan  PT. Kompas 
Anggota yang hadir : 33 Anggota dari 48 Anggota Komisi IX DPR RI dan 15 orang 

Ijin.        
 
 
I. PENDAHULUAN  

 
Ketua Rapat membuka Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi IX DPR RI dengan Dirjen PHI 
& Jamsos Depnakertrans dan Pimpinan Redaksi Kompas, dibuka  pukul 15.12 WIB setelah 
kuorum terpenuhi sebagaimana Peraturan Tata Tertib DPR RI Pasal 99 ayat (1) dan rapat 
dinyatakan terbuka untuk umum. 
 
 

II. POKOK-POKOK PEMBICARAAN 
 
Kronologis permasalahan Sdr. P. Bambang Wisudo Karyawan PT. Kompas Media Indonesia,  
a. Pada tanggal 6 Desember 2006, pukul 16.00 WIB bahwa Sdr. Bambang mengadakan 

rapat tentang pendidikan di ruang tamu Kompas lantai 3 dengan mengundang tamu dari 
luar. 

b. Pada pukul 20.40 WIB pertemuan tersebut selesai dan undangan meninggalkan lokasi, 
setelah itu petugas keamanan sedang patroli dan menemukan selebaran yang ditempel di 
dinding gedung lantai 3, 4 dan dibeberapa tempat lainnya. 
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c. Pada Tanggal 7 Desember 2006 ditemukan kembali selebaran  yang menempel di 
beberapa tempat, sehubungan hal tersebut Pimpinan Redaksi menegur dan menanyakan 
tindakan Sdr. P. Bambang Wisudo. Dan Pimpinan Redaksi mengatakan agar yang 
bersangkutan tidak lagi menyebarkan selebaran dan tidak lagi mengulangi tindakan tanpa 
seizin Pimpinan Redaksi. Pada Pukul 16.00 Sdr. P. Bambang tidak mengindahkan teguran 
lisan Pimpinan Redaksi dan tetap tanpa seizin Pimpinan Redaksi membagikan selebaran-
selebaran. Pada Pukul 17.00 Pimpinan Redaksi memanggil pihak keamanan untuk 
menindak tegas  dan menghentikan   aksi/tindakan P. Bambang Wisudo 

d. Pada tanggal 8 Desember 2006 Pimpinan Redaksi menegur yang kedua kalinya kepada 
Sdr. P. Bambang Wisudo agar yang bersangkutan tidak melakukan pembuatannya lagi, 
namun yang bersangkutan tidak mengindahkan teguran tersebut. Pada pukul 17.30 pihak 
keamanan (GM SDM-Umum) berdialog dengan Sdr. P. Bambang Wisudo, namun yang 
bersangkutan tetap dalam nada protes atas tindakan pencegahan dari pihak keamanan. 
Beberapa pimpinan perusahaan mendampingi yang bersangkutan dalam proses BAP. 
Sekitar pukul 18.45 setelah pembuatan BAP dianggap selesai. Dan Sdr. P. Bambang 
Wisudo dipersilahkan kembali bergambung dengan rekan-rekan kerja lainnya sambil 
menunggu diadakannya pembicaraan dan klarifikasi di ruangan pimpinan redaksi. Sekitar 
pukul 19.40 yang bersangkutan tetap merasa bahwa yang dilakukannya adalah 
merupakan haknya sebagai karyawan dan yang bersangkutan mengatakan bahwa 
persoalan ini sudah menyangkut urusan public. Berdasarkan perbuatan dan hasil 
klarifikasi, pimpinan redaksi kepadanya surat pemberitahuan bahwa perusahaan tidak ada 
kepercayaan lagi kepada yang bersangkutan dan tidak dapat memperpanjang hubungan 
kerja dengan yang bersangkutan terhitung mulai tanggal 9 Desember 2007. 

   
  

III. RANGKUMAN 
 

Setelah mendengarkan paparan/jawaban dari Pimpinan Redaksi Kompas dan usul/saran dari 
Anggota Komisi IX DPR RI, Ketua rapat membacakan rangkuman, yaitu :  
1. Komisi IX DPR RI berharap Manajemen Kompas bersikap arif menanggapi kasus PHK 

Bambang Wisudo, mengingat yang bersangkutan adalah seorang wartawan senior dan 
berpengalaman. 

2. Jika PHK terjadi Komisi IX DPR RI mengharapkan sesuai dengan aturan yang berlaku 
serta juga memikirkan masa depan yang bersangkutan dan keluarganya. 

3. Komisi IX DPR RI mengharapkan Manajemen Kompas untuk mengambil suatu kebijakan 
sesuai dengan peratuan perundang-undangan yang berlaku 

 
 
Rapat ditutup pukul 16.40 WIB 
 
 

  
Jakarta, 13 Maret 2007 

 
 PIMPINAN KOMISI IX DPR RI 

WAKIL KETUA, 
 
 
 
 

Hj. Asiah Salekan, BA 
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My doc.:Nakertrans/LapsinSP.Kompqs 1303.07 
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	LAPORAN SINGKAT  
	 Kadisnakertrans Provinsi DKI Jakarta; 
	Selasa, 13 Maret 2007



